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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 53 /PP.06-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG
PENETAPAN LOKUS PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan
kepedulian masyarakat tentang kepemiluan, maka
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan
Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang
Penetapan Lokus Program Desa Peduli Pemilihan Umum
Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota Tahun 2021 Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(3826);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

ndonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
omor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
{Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam
%’enyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
1eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomr 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Jemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2020 nomor 1763);

8. |Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
.| Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2020 Nomor 1236);

9. |Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Menetapkan

KESATU

Luwu Utara Nomor : 50/PP.06-BA/7322/KPU-Kab/VI/2021
tanggal 7 Juni 2021 Tentang Pelaksanaan Program Desa
PedLllli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan

Wakil Wali Kota Tahun 2021. |
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA TENTANG PENETAPAN LOKUS PROGRAM DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
D WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021
DALTIAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Menetapkan Lokus Program Desa Peduli Pemilihan Umum

Dan| Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

jdih.kpu.go.id/sulsel/luwuutara




KEDUA

KETIGA

.

Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tahun 2021 Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagai
berikut :
A. Kategori Daerah Tingkat Partisipasi Pemilih Rendah :

1. Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Selatan

2. Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong
B. Kategori Daerah Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Rawan

Konflik :

1. Kelurahan Bone-bone Kecamatan Bone-bone

2. Desa Banyu Urip Kecamatan Bone-bone
C. Kategori Daerah Rawan Bencana Alam :

1. Desa Limbong Wara Kecamatan Malngke Barat

2. Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan
Segala biaya yang timbulkan akibat diterbitkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun
Anggaran 2021.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLUWU UTARA,
ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kasuljag. Hukum,

Asriyani Rahman
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